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PERDA SUMUT NO. 9, LD 2025/ NO. 9, 11 HLMUMBER PERATURAN) halaman disini batang tubuh 
pergub diluar lampiran 
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PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN 
DAERAH SUMATERA UTARA 
 

  ABSTRAK  - bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan 
mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli Daerah, diperlukan komitmen 
bersama untuk mendukung keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Utara dalam 
penguatan struktur permodalan melalui kepemilikan saham pengendali 
Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah.AN) 

  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; 
UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahu 2014; sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; 
sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 
2017; PP No. 12 Tahun 2019; POJK No. 12/POJK.03/2020; Permendagri No. 19 
Tahun 2016; sebagimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024; 
Permendagri No. 118 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 
2 Tahun 1999; Perda No. 7 tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2025. HUKUM) 

  - Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk bertujuan untuk: 
a.  meningkatkan permodalan Bank Sumut melalui kepemilikan saham 
     Pemerintahan Daerah; 
b. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah melalui perluasan usaha 
     dan pengembangan akses keuangan kepada masyarakat dan  
     pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan koprasi, usaha mikro,  
     kecil, dan menengah; 
c.  meningkatkan kinerja Bank Sumut sehingga mampu memberikan  
     pelayanan yang optimal kepada masyarakat; dan 
d. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah dalam rangka  
     penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat.  

 CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 
2025  dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2025.            

  - Lampiran : 3 hlm 

 


